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DASAR HUKUM



TUJUAN .

1. Menjamin tersedianya informasi publik Partai Golkar yang akurat, mutakhir, dan mudah
diakses.

2. Memberikan kepastian hukum dan tata kelola yang transparan dalam penetapan informasi
publik.

3. Memastikan informasi yang dikelola PPID sesuai dengan kebutuhan publik dan
perkembangan organisasi.
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KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK : '

Informasi Berkala

Informasi Serta Merta

Informasi Tersedia Setiap Saat

Informasi Dikecualikan

Profil organisasi, program kerja, laporan
keuangan partai, laporan layanan Setiap 6 bulan
informasi publik

Keputusan strategis partai, pernyataan
resmi, informasi darurat

AD/ART, struktur organisasi, daftar
pengurus, data program kerja, laporan Setiap ada perubahan
kegiatan

Informasi yang membahayakan negara,
rahasia partai, data pribadi tertentu

Segera setelah ada perkembangan

Sesuai peraturan
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MEKANISME PENETAPAN DAN it R
PEMUTAKHIRAN INFORMASI

PENETAPAN PEMUTAKHIRAN

Inventarisasi: PPID mengidentifikasi dan
mengklasifikasikan setiap dokumen/produk
informasi.

Penetapan: Informasi ditetapkan melalui Keputusan
PPID setelah konsultasi dengan pimpinan partai.

Publikasi: Informasi diumumkan melalui
website/portal PPID, papan pengumuman, laporan
tahunan, dan media sosial.

Informasi berkala diperbarui minimal setiap 6 bulan.

Informasi serta-merta diperbarui segera setelah
ada perkembangan.

Informasi tersedia setiap saat diperbarui setiap ada
perubahan data.

Pemutakhiran dilakukan oleh PPID Pelaksana
bersama PPID Pembantu (DPD Provinsi).

Semua perubahan dicatat dalam list pemutakhiran
informasi (tanggal, jenis, dan rincian perubahan).
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MONITORING, EVALUASI
DAN REKOMENDASI

MONEV REKOMENDASI
1. PPID Partai Golkar melakukan evaluasi « Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi,
pemutakhiran informasi setiap akhir tahun. PPID Partai Golkar akan memberikan

rekomendasi-rekomendasi kepada
pimpinan Partai Golkar demi lebih baiknya

penyajian dokumen dan informasi dimasa
kualitas layanan informasi publik. yang akan datang.

2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Pimpinan
Partai Golkar sebagai dasar peningkatan

« PPID Partai Golkar akan memberikan
rekomendasi yang bersifat internal kepada
PPID Pembantu (Provinsi)
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